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DPR bersama Pemerintah kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (RKUHP) yang pada tahun 2019 sempat terhenti setelah
mengalami penolakan. Kelanjutan pembahasan RKUHP dilakukan dengan fokus
perubahan formula 14 poin isu krusial yang menjadi perdebatan. DPR dan Pemerintah
sepakat untuk tidak membahas ulang substansi di luar 14 pasal kontroversial tersebut,
yang meliputi hukum yang hidup (the living law), pidana mati, pidana penghinaan
terhadap presiden dan wakil presiden, pidana kepemilikan kekuatan gaib, pidana dokter
dan dokter gigi tanpa izin, pidana pembiaran unggas dan hewan ternak, pidana
penghinaan terhadap pengadilan, pidana advokat curang, pidana penodaan agama,
penganiayaan hewan, pidana penggelandangan, pidana terkait aborsi, pidana perzinaan
dan kumpul kebo (kohabitasi), dan pidana perkosaan dalam perkawinan.

Selain 14 pasal tersebut sebenarnya masih ada pasal-pasal lain yang juga dinilai
kontroversial dan sebelumnya telah ditolak oleh masyarakat. Namun, DPR dan
Pemerintah saat ini hanya akan berfokus pada perlindungan hak-hak warganegara yang
ruang privatnya terlalu banyak dicampuri oleh negara, dan sama sekali tidak membahas
isu-isu terkait sektor privat dunia usaha.

Padahal, ada sejumlah pasal yang terlalu jauh masuk mencampuri urusan sektor privat
dunia usaha, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu
iklim berusaha di Indonesia. Masalah ini tidak hanya akan berimplikasi pada dunia usaha
saja, tapi juga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara
keseluruhan. Pasal-pasal tersebut berpotensi menciptakan “overkriminalisasi” terhadap
korporasi, yang dapat mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia, dan
selanjutnya dapat menurunkan daya saing perekonomian secara keseluruhan.

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi

Terdapat beberapa pasal yang menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha dan ahli
hukum. Yang pertama adalah pasal-pasal mengenai tindak pidana dan
pertanggungjawaban korporasi. Pada Pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa “Korporasi
merupakan subjek tindak pidana”, dan pada pasal 145 dijelaskan bahwa “Setiap orang
adalah orang perseorangan, termasuk korporasi”.
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Melalui pasal-pasal ini, RKUHP mengakui bahwa selain manusia, tindak pidana dapat juga
dilakukan oleh korporasi. Dengan kata lain, RKUHP mengadopsi konsep
pertanggungjawaban pidana korporasi atau tindak pidana korporasi (corporate crime),
yang berarti korporasi yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dapat dikenakan
pidana pokok dan pidana tambahan. Ini berarti perusahaan juga dapat dikriminalisasi.

Kriminalisasi perusahaan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap usaha yang
sedang berjalan atau bahkan bisa langsung mematikan bisnis tersebut. Ketika usaha
tersebut mati, maka secara otomatis akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja
terhadap karyawan dan konsekuensinya menambah tingkat pengangguran.

Pada Pasal 46 hingga 48 diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana
korporasi. Pasal 46 menyatakan bahwa “Tindak Pidana oleh korporasi merupakan Tindak
Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam
struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau
bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi
tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Sementara, pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi bukan hanya dapat
dikenakan kepada korporasinya saja, tapi juga pengusaha atau pengurus korporasi dan
penerima manfaat korporasi. Pasal 49 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban atas
tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai
kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat
korporasi.

Sayangnya, rumusan yang dipakai pada pasal-pasal di atas masih tidak jelas. Pasal-pasal
tersebut tidak mengatur dalam kondisi apa korporasi dapat dijerat dengan dakwaan
pidana dan pada kondisi terbatas seperti apa individu atau organ korporasi, baik
struktural ataupun fungsional dapat dimintakan pertanggungjawaban tindak pidana.

Lebih lanjut, rumusan pasal-pasal di atas tidak sinkron dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). UUPT
menggunakan model pertanggungjawaban terbatas pada direksi dan komisaris. Hanya
direksi dan komisaris yang bertanggung jawab terkait dengan jalannya usaha dan
investasi perusahaan. Sebaliknya, pada RKHUP tanggung jawab diperluas pada
pemegang saham atau hingga UBO (ultimate beneficial owner). Perbedaan aturan antara
UUPT dan RKUHP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ada pula persoalan teknis terkait perusahaan-perusahaan publik yang menghimpun
dana masyarakat atau sahamnya dimiliki publik. RKHUP menentukan tanggung jawab
tindak pidana korporasi dapat dikenakan tidak saja kepada korporasi tapi juga UBO
sebagai pemilik manfaat korporasi.
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Rumusan ini bersifat karet dan bisa ditafsirkan sangat luas. Ini jelas akan berpotensi
menciptakan kriminalisasi, tidak saja bagi pelaku usaha tetapi juga ekosistem investasi
yang ada. Aturan yang dibuat cenderung menyasar individu dan bukan untuk menjerat
korporasi sebagai badan hukum yang merupakan entitas terpisah. Pengusaha dan
pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apa pun karena bila business
judgement mereka salah maka rentan akan dipidana.

Dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih transaksional dan koruptif,
maka semakin besar risiko ketidakpastian hukum dan berusaha, yang akhirnya
berdampak pada peningkatan faktor risiko berusaha yang sulit untuk diprediksi.
Meningkatnya risiko ketidakpastian akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi
dan berusaha di Indonesia, dan berdampak pada aktivitas-aktivitas komersial lainnya,
seperti persepsi kreditur dalam pemberian pinjaman ataupun persepsi konsumen dan
publik terkait perusahaan terbuka yang menghimpun dana dari masyarakat.

Pidana Kepailitan dan Pengusaha Boros

Yang kedua adalah pasal-pasal terkait utang-piutang dan kepailitan. Sejumlah pasal di
RKHUP menempatkan permasalahan kepailitan bukan hanya sebagai persoalan perdata
tapi juga pidana, yang mana pengusaha yang perusahaannya pailit dapat dipidana.

Pada Pasal 515 huruf a dinyatakan bahwa pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang
diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan dipidana karena
merugikan kreditur, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
atau pidana denda paling banyak kategori Ill jika hidup terlalu boros. Rumusan pasal
tersebut sulit untuk dibuktikan secara hukum karena “boros” merupakan karakter
psikologis yang tidak terukur. Kesulitan pembuktian ini membuka ruang interpretasi yang
bergantung pada perspektif penegak hukum atau bersifat subyektif.

Bagi seorang dengan gaji yang sederhana, perbuatan pengusaha membeli mobil
operasional ratusan juta rupiah, atau memakai pakaian atau perhiasan yang bernilai
ratusan juta rupiah tentu dapat dianggap sebagai salah satu bentuk perbuatan boros. Ini
berarti pengeluaran yang dilakukan pengusaha akan diukur berdasarkan penilaian
subyektif. Ditambah dengan kesulitan dalam pembuktian, kurangnya kemampuan
appraisal penegak hukum dalam memantapkan tersangka, serta begitu besarnya kuasa
penegak hukum untuk membuat interpretasi dapat berpotensi mengarahkan pengusaha
pada posisi pidana.

Ada juga ketidakjelasan terkait siapa yang dimaksud dengan “pengusaha” pada Pasal 515
tersebut. Hal ini penting terkait siapa yang melakukan perbuatan kejahatan “boros”
tersebut. Dalam UU No0.40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 97 diuraikan
bahwa pertanggungjawaban atas pengurus suatu perseroan terbatas berada di tangan
direksi. Dan Ayat (3) lebih lanjut menjelaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh
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secara pribadi apabila muncul kerugian perseroan akibat kesalahan atau kelalaiannya.
Ketika perusahaan dinyatakan pailit, direksi, bersama-sama dewan komisaris, dapat
dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang berakibat
kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar kewajiban perusahaan. Perlu
ditekankan bahwa pada UU No. 40/2007 Pasal 115 Ayat (1), pertanggungjawaban atas
kesalahan dan kelalaian tersebut lebih pada pertanggungjawaban perdata, dan bukan
pidana, di mana setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng wajib
melunasi kewajiban yang masih tertunggak.

Aturan dalam UU No. 40/2007 ini berbeda dengan RKUHP Pasal 515 (a), di mana
penentuan subyek hukum yang dimaksud dengan “pengusaha” itu tidak jelas. Lebih rumit
lagi ketika bisnis tersebut tergolong sebagai perusahaan terbuka yang modalnya dimiliki
oleh publik. Pada perusahaan terbuka siapakah pengusaha yang dimaksud?

Ancaman Terhadap “Bisnis Pribadi”

Yang ketiga adalah pasal-pasal terkait keberlangsungan bisnis yang sifatnya pribadi,
seperti pariwisata, perhotelan dan hiburan. Beberapa pasal RKHUP dianggap masuk
terlalu jauh ke ranah privat warga negara, misalnya pada pasal-pasal mengenai perzinaan
dan kohabitasi atau “kumpul kebo".

Pada Pasal 415 tentang perzinaan dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan
persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori Il. Serupa dengan itu Pasal 416 juga menyebutkan bahwa setiap orang yang
melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori Il.

Kedua pasal ini dapat merugikan dunia usaha yang bergerak di bidang industri pariwisata
dan perhotelan. Dengan menganut asas teritorial, setiap orang, apa pun
kewarganegaraannya, yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia,
otomatis akan tunduk pada hukum pidana Indonesia. Hal ini berarti kedua pasal di atas
dapat dikenakan pada wisatawan asing. Implikasinya adalah wisatawan asing akan
beralih ke negara lain yang tidak adanya aturan mengenai seks di luar pernikahan, yang
berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Ada pula pasal-pasal yang dapat merugikan usaha hiburan malam dan perhotelan. Pada
Pasal 427, misalnya, dinyatakan bahwa setiap orang yang menjual atau memberi
minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan
mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori Il.

Kemudian pada pasal 42, dinyatakan bahwa Setiap Orang yang menghubungkan atau
memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui
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atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Kata
“memudahkan” pada pasal tersebut dapat ditafsirkan dengan sangat luas.

Dengan rumusan pasal- pasal di atas, tempat hiburan dan hotel yang menyediakan
minuman beralkohol dan/atau kamar penginapan dapat berpotensi dikenakan pidana.

Aspek Formal dan Material

Selain pasal-pasal bermasalah yang telah disebutkan di atas, persoalan lain adalah terkait
pertentangan antara RKHUP yang disahkan menjadi hukum material dengan Peraturan
Mahkamah Agung (PerMa) No. 13 tahun 2016 yang merupakan pedoman formal bagi
hukum untuk mengadili korporasi. PerMa No.13/2016 sebagai hukum formal telah ada
terlebih dahulu sebelum RKHUP sebagai hukum material. Padahal idealnya, hukum
material sebaiknya terlebih dahulu ada sebelum hukum formal.

Sebelumnya, PerMa No0.13/2016 diterbitkan karena dalam hukum acara (KUHAP) belum
diatur hukum formal, walaupun telah terdapat sekitar 100 perundang-undangan yang
secara materiil yang dapat digunakan untuk menjerat korporasi ke ranah hukum.
Keberadaan PerMa sebagai hukum formal ditujukan agar perundang-undangan
mengenai pidana korporasi yang telah ada tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Namun, masing-masing aturan perudang-undangan mengenai pidana korporasi
tersebut merupakan aturan khusus dan mempunyai sifat yang berlainan dalam
menentukan adanya kesalahan yang dapat dipidana. Contohnya, pidana korporasi
terkait pencucian uang berbeda dengan pidana korupsi maupun lingkungan hidup. Jika
ini diatur secara detail hal tersebut akan menghilangkan peran RKUHP sebagai aturan
kodifikasi, karena masing-masing telah diatur dalam aturan khusus (lex specialis).

Sebaliknya, aturan pidana korporasi dapat berpotensi mengriminalisasi pelaku usaha jika
tidak diatur secara detail dalam RKUHP. Ketidakjelasan regulasi menimbulkan celah
koruptif dan berdampak negatif pada investasi. Aturan tindak pidana korporasi
berkorelasi kuat terhadap iklim investasi, khususnya terkait dengan kepastian berusaha.
Dalam hal ini, korporasi adalah subjek dari investasi.

DPR dan Pemerintah seharusnya tidak hanya membahas ulang substansi perubahan
formula 14 poin isu krusial, tapi juga harus mendiskusikan dan memperbaiki formulasi
pasal-pasal lain yang masih belum jelas yang terkait dengan sektor privat dunia usaha.
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